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ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 20 14 tentang Jabatan 
Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah telah dibentuk Jabatan 
Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, dan dengan Peraturan Bersama 
Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara 
Nomor 74/PMK.07/2015 Tahun 2015 dan Nomor 17 Tahun 2015 telah ditetapkan 
ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan 
Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah. 
 

  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 
   UU No. 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.6, TLN 5494); UU No. 23 Tahun 2014 

(LN Tahun 2014 No. 244, TLN 5587); PP No. 16 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 
No. 22, TLN 3547) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 40 Tahun 2010 
(LN Tahun 2010 No. 51, TLN 5121); Keppres No. 87 Tahun 1999 sebagaimana 
telah diubah dengan Perpres No 97 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 235).  
 

  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 
   Uraian kegiatan Jabatan Fungsional AKPD terdiri dari 57 (lima puluh tujuh) tugas 

pokok dan 7 (tujuh) tugas tambahan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 
Tahun 2 014 tentang Jabatan Fungsional Anc:tlis Keuangan Pusat dan Daerah. 
Rincian kegiatan tugas pokok dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) yang mutasi setelah bulan Januari 
maka yang bersangkutan tetap menyusun SKP pada awal bulan sesuai dengan 
surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki jabatan. 
Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) yang tidak menyusun SKP dijatuhi 
hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
Untuk kepe ntingan dinas, SKP yang telah disetujui dan ditetap kan dapat 
dilakukan penyesuaian. 
Penyusunan SKP dilakukan berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
 

CATATAN :  Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 13 Mei 2015. 
 


